
















Partai Garda 

11 Republik Indonesia 2.195 4.335 -

(GARUDA) 

Partai Amanat 
12 83.588 53.764 58.833 

Nasional (PAN) 

13 
Partai Bulan Bintang 

2.342 2.351 1.879 
(PBB) 

14 Partai Demokrat 60.161 47.985 71.339 

Partai Solidaritas 
15 50.815 58.904 49.625 

Indonesia (PSI) 

Partai Persatuan 

16 Indonesia Raya 12.312 13.060 17.078 

(PERIN DO) 

Partai Persatuan 

17 Pembangunan 16.857 18.560 47.171 

(PPP) 

24 Partai Ummat 7.266 8.539 10.274 

6) Bahwa terkait dalil pada pokonya menyatakan Bawaslu Kota Depok

telah melanggar Tugas Bawaslu berdasarkan Pasal 93 poin dan Pasal

95 poin a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum serta tidak bertindak sebagaimana mestinya,

terhadap dalil tersebut Bawaslu Kota Depok menerangkan telah

menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan

Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

lainnya. Lebih lanjut terhadap hasil pencegahan, pengawasan dan

penanganan dugaan pelanggaran lainnya sebagaimana yang

berkenaan dengan pokok permohonan pemohon telah diuraikan oleh

Bawaslu Kota Depok pada keterangan diatas.

9 



Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat 

dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu 

Provinsi Jawa Barat. 

Hormat kami, 

awa Barat 

Anggota, Anggota, 

' 

(Hanninus Koto) (Muamarullah) 

Anggota, 

(Hj. Nuryamah) (Usep Agus Zawari) 

Anggota, Anggota, 

(Syaiful Bachri) (Fereddy) 


